BABYV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa maraknya keberadaan Pertamini di Kota Padang disebabkan
oleh beberapa alasan, yaitu: adanya resistensi administrasi dan
perizinan usaha bagi calon penyalur BBM yang diakibatkan oleh
terjadinya benturan antara standar tinggi regulasi pemerintahan
dengan kapasitas ekonomi ~masyarakat lokal. Selanjutnya,
ketidakmampuan pemenuhan sarana dan fasilitas operasional
penyalur yang diakibatkan keterbatasan modal yang dimiliki
masyarakat, adanya; pihak yang memfasilitasi dan menawarkan
kemudahan alat penyaluran BBM, serta ketdakmampuan pemilik kios
Pertamini dalam memenuhi kriteria lokasi usaha penyalur yang
ditetapkan. Hal ini, kemudian mengakibatkan kegiatan penyaluran
BBM kepada masyarakat tidak merata, terjadinya kenaikan harga BBM,
dan kualitas dan kuantitas BBM yang disalurkan tidak terjamin. Oleh
karena itu, perlu adanya evaluasi dan pembenahan terhadap
pelaksanaan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, agar tujuan awal
pembentukan regulasi ini dapat tercapai dan terealisasi di masyarakat.

5.1.2 Faktor penghambat Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan
penertiban Pertamini berdasarkan Permen ESDM nomor 13 Tahun
2018 tentang kegiatan penyaluran dilihat dari dua faktor yaitu, faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internalnya yaitu:
koordinasi yang kurang antar lembaga penyelenggaran aturan yang
diakibatkan regulasi yang bersifat sentralistik; ketiadaan anggaran dari

pusat; terbatasnya sistem teknologi pengawasan yang dimiliki
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pertamina; proses penyesuaian hukum terhadap regulasi yang terus
berubah; dan ketiadaan evaluasi yang dilakukan BU-PIUNU. Adapun
faktor penghambat eksternalnya yaitu: kesadaran hukum masyarakat
kurang, hal ini diakibatkan karena ketidaktahuan sebagian masyarakat
dan tidak adanya kepatuhan hukum dalam diri pelaku; dan faktor
perekonomian pelaku usaha, karena sebagian besar pelaku usaha
adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan
penghasilan mereka juga tidak menentu.

5.1.3 Pelaksanaan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 di Kota Padang
dalam tinjauan siyasah dusturiyah, dapat disimpulkan bahwa praktik
Pertamini secara substansial melanggar prinsip ketaatan kepada
pemimpin (tha’at ulil amri) karena beroperasi tanpa legalitas usaha
dan mengabaikan kontrak sosial terkait retribusi serta perlindungan
diri (hifzhun nafsi). Hal ini diperburuk oleh disfungsi birokrasi dalam
aspek tanggung jawab (al-mas’uliyah) dan pengawasan (al-hisbah), di
mana sentralisasi wewenang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun
2014 serta ketiadaan anggaran daerah menyebabkan regulasi menjadi
tidak efektif dan kehilangan esensi kemaslahatan publik. Selain itu,
meskipun Pertamini didorong oleh motif ekonomi, kaidah dar’u al-
mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih menegaskan bahwa
pencegahan risiko kebakaran dan perlindungan amanah distribusi
BBM bersubsidi (Pertalite) harus diprioritaskan di atas keuntungan
individu. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum Islam,
diperlukan langkah kolaboratif antar-instansi untuk melakukan
penertiban atau transformasi Pertamini menjadi entitas legal
seperti Pertashop guna menjamin keadilan dan keamanan masyarakat

luas.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan pada pihak
pemerintah terutama Kementerian ESDM untuk melakukan koordinasi secara
masif dengan pemerintah daerah, karena pendelegasian tanpa anggaran akan
membuat pihak yang didelegasikan tidak menjalankan amanah yang diberikan
dengan baik. Pihak PT Pertamina evaluasi lapangan terkait kekosongan BBM
di SPBU agar bisa segera dilaksanakan. Selanjutnya untuk Pemerintah Kota
Padang terutama Dinas Perdagangan agar dapat berkolaborasi dengan
lembaga dan badan usaha niaga lainnya untuk melakukan program
penyuluhan dan edukasi terkait usaha berbasis resiko dan mekanisme
pengurusan izin usaha kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat diharapkan
dapat memahami isi hukum terlebih dahulu sebelum membuka usaha, hal ini
dapat dilakukan dengan mengakses aturan hukum melalui JDIH, maupun
bertanya pada pihak yang memiliki kompentensi dalam bidang tersebut. Hal
ini bertujuan agar ketika masyarakat menjalankan suatu usaha, usaha tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Disisi lain, untuk
aparatur pemerintahan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan
bagi rakyat sesuai dengan kemampuan rakyat, menetapkan standar pekerja
yang sesuai dengan profesionalitas dunia kerja, bukan memandang unsur
pendidikan, keluarga, relasi ataupun penampilan, tetapi melihat potensi yang
ada pada dirinya. Mendukung secara penuh usaha dengan mengalokasikan
dana untuk rakyat dalam membuka kegiatan usaha. Sehingga dengan hal
tersebut, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan

lapangan pekerjaan di masyarakat.
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